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PENDAHULUAN
A LATAR BELAKANG MASALAH

Isyu good governance bera\;:al dari keprihatinan lembaga-lembaga donor
dunia melibat negara-negara penghutang,. yaitu dalam memanajemen pemerintahan
dinilai tidak sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan di negara
tersebut. Ketidak jelasan suatn negara dalam menjalankan pemerintahan, dapat dilihat
dari banyaknya negara-negara yang mengalami kem;'skinan, dan kegagalan dalam

membangun suatu negara yang makmur dan sejahtera (maju).

Kathrin Marshall, Direktur Bank Dunia untuk governance and Social Policy
di wilayah Asia Timur juga pernah menyatakan bahwa kualitas governance adalah
faktor terpenting untuk menjamin suksesnya upaya menghapuskan dan membangun
fondasi menuju masyarakat yang pro orang miskin dan berkeadilan’. Lembaga seperti
Bank Dunia memang selalu merasa peduli terhadap kemiskinan, karena kemiskinan
akan menurunkan potensi membangun. Dan good governance dipercaya sebagai
penentu untuk mencapai Pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Oleh sebab
itu, berbagai kegiatan peningkatan kapasitas negara-negara penerima bantuan untuk
memperbaiki kualitas governance merupakan bagian penting dari bampir semua
program lembaga domor. Dalam dokumen kebijakannya, UNDP lebih jauh
menyebutkan ciri-ciri good governance, yaitu mengikut sertakan semua, tr;msparan

dan bertanggungjawab, efektif dan adil, menjamin adanya supremsi hukum,
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menjamin bahwa .priorita-prioritas politik,sosial dan ekonomi didasarkan pada
consensus masyarakat, serta memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin
dan lemah dalm pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya
pembangunan®. Sebaliknya, sistem administrasi pemerintah dan kebijakan yang buruk
di banyak negara berkembang merupakan kendala utama untuk mencapai
pembangunan berkelanjutan. Kanada, inggris, jerman dan berbagai negara maju
lainnya yang memiliki program bantuan bilateral kepada negara berkembang, saat ini
pun meletakkan demokratisasi, good governance, dan hak asasi manusia sebagai
bagian dari pemberian bantuannya. Bahkan Jerman percaya balwa program bantuan
hanya efektif di negara yang menunjukkan lingkungan yang kondusif . untok itu,
mereka menetapkan partisipasi dalam pengambilan keputusan sebagai salah satu
kriteria penetapan alokasi bantuan. Dengan harapan bahwa negara-negara penerima
bantuan tersebut dapat menggunakan dananya}mtuk kegiatan yang produktif untuk

pembangunan di negara tersebut, sehingga masalah kemiskinan dapat segera teratasi.

Ketika Soeharto lengser dari kursi kepresidenan pada bulan Mei 1998, ada
harapan untuk terjadinya perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan
kepemerintahan (governance) di Indonesia. Denagan tumbangnya rezim Orde Baru
yang digantikan dengan gerakan reformasi, istilah Geod Governance begitu popular.,
Hampir di setiap event atau peristiwa penting yang wmenyangkut masalah
pemerintahan, istilah ini tak pemah ketinggalan. Bahkan dalam pidato-pidato, pejabat

negara sering mengutip kata-kata di atas.

2 Ibid, hal 3.




Pada kenyataannya pencapaian harapan tersebut sampai saat ini cukup
bervariasi dan sebahagian belum membuahkan hasil sebagaimana mestinya. Hal
demikian, dapat terjadi karena saat ini masih banyak ditemui masalah dan tamtangan
yang potensial mendorong munculnya krisis multidimensional. Pelaksanaan
pemerintahan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat luas memungkinkan
terciptanya pemerintaban daerah yang demokratis dalam rangka menuju pada
' pemerintahan yang baik (good governamce). Dalam teori dan praktek pemerintahan
modern diajarkan bahwa untuk menciptakan the good governance perlu dilakukan
desentralisasi pemerintahan. Good governance menmunjuk pada proses pengelolaan
pemerintahan melalui keterlibatan stakeholders yang lvas dalam bidang-bidang
ekonomi, sosial, dan politik serta pendayagunaan sumber daya alam, kenangan dan
manusia untuk kepentingan semua pihak, yakni pemelintah,'l;ihak swasta dan rakyat
dalam cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, persamaan,
efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Gam?f governance  merupakan

kecenderungan global dan tuntutan dalam sistem politik yang demokratis® ;

Transformasi pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip good governance
harus tetap dilandasi oleh spirit Reformasi 1998 yang menghendaki dilakukannya
pembanran secara menyeluruh dalam kehidupan berbangsa dan bemagara.
Perkembangan ide mengenai global governance dalam aras global mengharuskan
dilakukannya government reform pada aras lokal, dalam rangka membangun kesiapan

pemerintahan lokal menghadapi akselerasi dinamika sosial dan kebutuhan rakyat.
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Good governance merupakan issue paling mengemuka dalam pengelolaan
pemerintahan dewasa ini; (Tangkilisan, 139).

Seperti yang diwacanakan di Kabupaten Temanggung, bahwa dalam
penyelenggaraan pemerintahannya mencoba menerapkan konsep-konsep gvod
governance. Hal ini terlihat dari adanya beberapa aspek good govermance yang
dijalankan dalam memberikan pelayanan kepada publik. Beberapa aspek tersebut
adalah; yang pertama dengan adanya penampumgan aspirasi masyarakat sampai pada
perwujudannya, contohnya dalam kasus korupsi bupati Temanggung. Bupati
Temanggung terlibat lima kasus korupsi meliputi penyelewengan dana bantuan
pendidikan bagl keluarga anggota DPRD Temanggung senilai Rp 1,7 miliar,
kemudian penyelewengan dana pengadaan transportasi, dana pembangunan Crissis
Center, dana tidak tersangka, dana pembangunan Pasar Ngadirejo, serta dana bantuan
pemilu kepada camat dan muspida Temanggung dalam APBD Tahun 2004 senilai
total Rp 15 miliar®. Dimana rakyat Temanggung menunfut bupatinya untuk segera
meninggalkan kursi kebupatiannya terkait dengan kasus korupsi yang dilakukannya.
Masyarakat Temanggung sudah mulai memberikan aspirasinya atan kontrol terhadap
kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung. Kedua, untuk memudahkan pelayanan
dan akses kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Tmanggung mengembangkan
Gerakan Pembangunan yang Berawal dari Pedusunan (GERBANG
DUSUNKU)”. Untuk membiayai program Gerbang Dusunkn, melalui Keputusan
Bupati Nomr 050/14 Tahun 2004 telah disusnn program Dana Gerbang Dusunku

(dismgkat dengan DAGERDU). Program ini untuk memberikan bantuan dana kepada
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masyarakat desa sampai tingkat dusun, untuk membantu masyarakat sampai dengan
tingkat dusun membangun sarana dan prasarana dasar (iafra stroktur) seperti jalan,
jembatan, pengairan/irigasi, air bersih, sarana pendidikan, kesehatan, dll sesuai
prioritasnya. Schingga masyarakatpun akan lebih mudah wntuk memberikan
aspirasinya dan melakukan kontrol sosial ferhadap kinerja pemerintahan
Temanggung, maka harapannya akan tercipa check and balance antara masyarakat
dengan Pemerintah Temanggung. Yang ketiga, membangun stakeholders. Yaitu
mengenai hubungan dengan Organisasi non pemerintah (Ornop)y/NGO/LSM, dimana
dalam pengambilan kebijakan melibatkan pihak tersebut. Contohnya dalam
pengguliran Program Peningkatan Pendapatan Petani Melalni Inovasi (PAMI) yang
didanai oleh ADB (Asian Development Bank) di Kabupaten Temanggung, panitia
seleksi LSM lokal untuk PAMI membuka kesempatan kepada LSM-LSM di
Temanggung untuk bergabung mengelola program tersebut. Menurut Ketua Panitia,

Enny Rahayu, salah satu kriteria LSM tersebut adalah memiliki visi dan misi khusus

tentang pemberdayaan masyarakat.’

Dengan adanya kefiga indikasi tersebut, minimal sudah ada etikat baik
Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk menjatankan pemerintahannya sesuai
dengan aspek-aspek good governance. Selain ketiga aspek tersebut ada beberapa
aspek lagi yang coba dibangun, yaitu mengenai akuntabilitas dan transparansi. Saat
ini yang menjadi program pemerintah kabupaten tersebnt adalah bagaimana supaya
akuntabilitas dan transparansi administrasi fersebut dapat terwunjud, sehingga

penerapan good governance dapat tercapai.

¥ Suara Merdeka, Rabu, 20 Jeli 2005.




transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan pelayanan masih sangat memungkinkan
untuk dilakukan. Hal ini tidak Jain untuk dapat mengetahui bagaimana peran
pemerintah daerah dalam mewnjudkan good governance, wntuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di daerah.

PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat di tarik rumosan masalah sebagai
benkut :

? Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam

mevwnjudkan Good Governance Tahun 2003-2006 ? ”




Reformasi yang dimulai pada tabhun 1998 memperjuangkan adanya geod
governance and clean governmensi. Tuntutan yang diajukan ini merupakan reaksi
terhadap keadaan pemerintah pada era Orde Barv dengan berbagai permasalahan
yang terutama meliputi pemusatan kekuasaan pada Presiden, baik akibat konstitusi
(UUD 45) maupun tidak berfungsi dengan baik lembaga tertinggi dan tinggi negara
lainnya, serta tersumbatnya saluran partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol

sosial.

Isu governance mulai memasuki arena perdebatan pembangunan di Indonesia
didorong oleh adanya dinamika yang menuntut perubahan-perubahan di sisi
pemerintab maupun disisi warga. Dengan harapan ada perbaikan dalam menjalankan
kepemerintahan, dengan melalui peningkatan pelayanan publik yang lebih
mengakomodasikan aspirasi masyarakat, sehingga pemerintah bisa berjalan sesuai

dengan fungsinya.

Sampai saat ini, setelah dimulainya reformasi, keinginan uatuk memperoleh
good governace and clean government masih jauh dari harapan. Berbagai kendala
menampakkan diri dalam bentuk gejolak politik, ekonomi, sosial budaya, bukum,
pemerintaban, yang simpang siur dan menimbulkan ketidakpastian yang bermuara
pada keresahan dan letupan-letupan yang membahayakan sendi-sendi kehidupan .
masyarakat. Berbagai literature tentang “perubzhan” menyebutkan Pentingnya
leadership sebagai salah satu faktor penentu kesuksesan. Dalam mewujudkan good

governance, pimpinan daerah (cksekutif dan legislatife) maupun pemimpin
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sebagai pendorong atau penghambat perubahan. Masyarakat membutuhkan pemimpin
yang memiliki visi dan dapat dipercaya, yang dapat menunjukkan kepada mereka apa
realitas yang ada dan memberikan inspirasi dan komitmen menuju perubahan yang
lebih baik. Berbagai kasus yang terjadi tidak memmjukkan adanya upaya yang cukup
inovatif dalam membentuk atau menghasilkan tipe kepemimpinan baru khususnya di
sisi eksekutif dan legislatif. Banyak reformasi menuju good governance di daerah

terjadi sebatas retorika saja.

Pada masa transisi ini, yang dikenal lebih demokratis, dan menghormati
kebebasan berpendapat, masyarakat masih sering salah dalam mengartikan dan
menerapkannya, yang mengakibatkan masyarakat cenderung amarkhis dalam
menanggapi setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Salah sam kebijakan
pemerintah pusat kepada pemerintah dacrah untuk mengatasi masalah yang kompleks
ini, dan untuk lebih bisa mengakomodir aspirasi masyarakat disetiap daerah-daerah,
yaitu melalui desentralisasi, yang dituangkan dalam undang-undang otonomi daerah.
Sejak proses desentralisasi digulirkan dan sistem otonomi pemerintahan daerah mulai
dilaksanakan, banyak harapan muncul akan terjadinya perubahan yamg lebih baik,
diantaranya proses demokratisasi berlangsung dengan lancar, adanya sistem
pemerintahan yang bersih dan baik, perbaikan ekonomi nasional dan daerah yang
pada akhirnya berimbas pada perbaikan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat

miskin,



Pemerintah Kabupaten Temanggung menjadi menarik untuk diteliti karena,
saat ini pemeritahan tersebut sedang mengalami fransisi kepemerintahan akibat kasus
korupsi yang dilakukan Bupatinya sendiri. Totok diduga terlibat lima kasus komps_i
meliputi penyelewengan dana bantuan pendidikan bagi keluarga anggota DPRD
Temanggung semilai Rp 1,7 miliar, kemudian penyelewengan dana pengadaan
transportasi, dana pembangunan Cricis Center, dana tidak tersangka, dana
pembangunan Pasar Ngadirejo, serta dana bantuan pemilu kepada camat dan muspida
Temanggung dalam APBD Tahun 2004 senilai total Rp 15 miliar®
Jadi bagaimana pemerintah daerah tersebut untuk mengembalikan kepercayaan
masyarakat kepada pemerintah kabupaten Temanggung pasca kasus korupsi tersebut.
Program yang dilakukan adalah, melalui konsep good govermance. Hal ini yang
kemudian menjadi alasan penulis untuk dijadikan scbagai rumusan masalah, yaitu
bagaimana peran pemerintah kabupaten Temanggung dalam mewwjudkan geood

governance.

Selain itn, kurangnya perhatian terhadap masalah-masalah pelaksanaan good
governance di daerah selama ini memberikan peluang bagi dilakukannya penelitian
yang lebih banyak dan lebih intensif mengenai good governance dimasa yang akan
datang. Hal ini sejalan dengan implementasi otonomi daerah, yang meletakkan titik
berat penyelenggaraan pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah dan masyarakat
daerh. Implementasi otonomi daerah memberikan peluang yang sangat luas bagi
Ipenerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah. Karena itu penelitian mengenai prinsip-prinsip good governance seperti

¢ Sinar Harapan, Rabu 09-Maret-2005.



transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan pelayanan masih sangat memungkinkan
untuk dilakukan. Hal ini tidak lain untuk dapat mengetabui bagaimana peran
pemerintah daerah dalam mewujudkan good governance, untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di dacrah.

PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat di tarik rumusan masalah sebagai
berikut :

» Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam
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C TUJUAN PENULISAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1

Menganalisis bagaimana peran dan tugas pemerintah Kabupataen Temanggung
dalam mewujudkan Good Governance.

Mengetahui kebijakan dan program yang sedang dan telah dilakukan, untuk
mewujudkan Good Governance di kabupaten Temanggung.

Sebagai salah satu syarat penulis untuk dapat meraih gelar kesarjanaan (S-1)
Fakultas Ilmu Sosial dan Hmu Politkk di Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1.

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, hasil penelitian ini dapat
memberikan masukan dalam kebijakan-kebijakan yang berkaitan untuk
memperbaiki, mempertahankan dan meningkatkan pengelolaan kepemerintahan
yang baik (Good Governamce),

Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini dibarapkan dapat
memberikan kontribusi dan khasanah ilmu pengetahuan, khususnya yang
berkaitan dengan Good Governance.

Bagi peneliti hasil penelitian ini dapat mengatahui lebih jauh peran Pemerintah
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D KERANGKA DASAR TEOR]

Kerangka dasar teori yang dimaksudkan adalah teori-teori yang digunakan
dalam melakukan penelitian sehingga aktifitas penelitian menjadi jelas, sistematis dan
ilmish. Kerangka dasar teori j Juga menggambarkan serangkaian konsep p menjadi satu
penjelasan yang menmjukkan bagaimana konsep-konsep itu berhubungan. Ada
beberapa definisi tentang teori, sebagai berikut -

1 Menurut Koentjoroningrat

Teori merupakan pernyataan mengenai sebab akibat dan mengenai adanya suatu
hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti dengan sain atan beberapa

faktor tertentu’.
2 Menurut Masri Singarimbun

Teori adalah serangakaian asumst, konsep dan proposisi yang menerangkan suatu
fenomena sosial sistemtis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep®.

Dengan kata lain teori adalah sarana untuk menyatukan hubungan sistematis
antara fenomena sosial atau alam, dan dalam penelitian ini akan digunakan
beberapa teori sebagai kerangka pemikiran, teori- teori tersebut adalah:

Koent_lomnmgmt, "Metode Penelition Masyarakat”, Jakarta: Gramedia, 1991, hal 11.
# Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, “Mefode Penelitian Survey”, Jakarta: LP3ES, 1989, hal 37.
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1 Otonomi Daerah

Berdasarkan fakta yuridis terutama setelah dekrit presiden 5 juli 1945
yang memberlakukan kembali UUD 1945 beserta penjelasannya, maka dalam
pemerintah daerah di Indonesia dikenal adanya daerah otonom, daerah
administrasi, dan daerah istimewa.daerah otonom adalah satuan pemerintah di
dacrah yang penduduknya berwenang mengatur dan mengurus
kepentingannya sendiri berdasarkan aspirasinya’. Daerah ini menjadi otonom
karena pemerintah pusat melakukan desentralisasi teritorial kepadanya.
Dengan desentralisasi teritorial terthadap satuan politik yang ada di daerah
maka jadilah daerah tersebut sebagai daerah otonom. Daerah ini disebut
sebagai daerah otonom karena setelah dilakukan desentralisasi oleh
pemerintah pusat daerah tersebut berhak mengurus dan mengatur urusannya
sendiri berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya. Untuk
menyelenggarakan urusannya sendiri ini, daerah memiliki dewan perwakilan
yang dipilih oleh rakyat daerah tersebut melalui pemilu yang bebas. DPRD
tersebut bersama dengan kepala daerah membuat kebijakan daerah dan

melaksanakannya sesuai dengan aspirasi dan kehendak masyarakat setempat.

Charles Eisenmann, menjelaskan bahwa otonomi adalah kebebasan
untuk membuat keputusan sendiri dengan tetap menghormati perundang-
undangan, Sedangkan The Liang Gie menjelaskan otonomi adalah wewenang
untuk menyelenggarakan kepentingan sekelompok penduduk yang berdiam

dalam svatulingkungan wilayah tertentn yang mencakup mengatur, mengurus,

9 Hanif Nurcholis, Teori dan Prakiik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta, 2005. hal 55.
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mengendalikan, dan mengembangkan berbagai hal yang perlu bagi kehidupan
penduduk. Jadi otonomi adalah hak yang diberikan kepada penduduk yang
tinggal dalam suatu wilayah fertentu unfuk mengatur, mengurus,
mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan tetap
menghormati perundangan yang berlaku. Dengan demikian, otonomi daerah
adalah hak penduduk yang tinggal dalam sewatu darerah untuk, mengatur,
mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan urnsannya sendiri dengan

tetap menghormati peraturan perundangan yang berlaku.

Di Ingiris ada daerah yang disebut Cownty dan District. Pemerintah
pusat melakukan Dsentralisasi kepada dua derah ini. Rakyat County dan
District diberi wewenang untuk memilih dewan, memilih kepala
pemerintahannya, dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan
aspirasinya. Pemerintah pusat tidak banyak mencampuri. Pemeriotah pusat
hanya mengawasi agar semuanya berjalan sesuai dengan Peraturan

penundangan yang berlaku. Daerah semacam ini discbut Daerah otonomi '’

Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999,
Pasal 1, “Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom uatuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan perundang-
undangan. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesaman
masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

19 Ihid, hal 56.
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sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan
Republik Indonesig™'!.

Ada daerah semacam County dan District seperti di Inggris itu. Daerah
tersebut adalah Daerah kabupaten dan Daerah kota. Dengan demikian,
sekarang rakyat kabupaten dan kota metalui wakil-wakilnya di DPRD bisa
memilih bupati/ walikotanya tanpa campur fangan gubemnur maupun mentri
dalam negeri. Pemerintah kabupaten/ pemerintah kota diberj wewenang untuk

merupakan daerah otonom,

Perbedaan antara daerah otonom dengan otonomi daerah adalah daerah
otorom menunjuk pada daerah atay tempat (geografi), sedangkan otonomi
daerah menunjuk pada isi otonomi/kebebasan masyarakat.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurys dan mengafur semua
urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undog-undang. Daerah mempunyai
kewenangan untuk membuyat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan,
peningkatan peran serta, prakars, dan pemberdayaan masyarakat yang
bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Scjalan dengan prinsip
tersebut, dilaksanakan pula prinsip ofonomi yang nyata dan bertanggung

" Undang-Undang Otonomi Daeral 1999 dan Juklak, Sinar Grafika, 2002. hal 4.
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jawab, Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani
urusan pemerinfahan dilaksanakan berdasarkan togas, wewenang, dan
kewjiban yang senjatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan
berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi

dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya.

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus
selalu berortentasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu
memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.
Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian
hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun
kerjasama antar daerah uatuk meningkatkan kesejahteraan bersama guna
mencegah ketimpangan antar Daerah. Hal yang tidak kalah Pentingnya bahwa
otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antara
dacrah dengan pemerintah, artinya harus mampn memehhara, dan menjaga
keutuhan wilayah Negara Kesatnan Republik Indonmesia dalam rangka

mewnjudkan tujuan negara.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejajar dengan tujuan yang
hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa
pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, percncanaan,
dan pengawasan. Disamping itu, diberikan pula standar, arahan, bimbingan,
pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantavan dan evaluasi
Bersamaan dengan hal tersebut pemerintah juga harus memberikan fasilitas

yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada
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dacrah agar dalam mengatasi otonomi dapat dilakukan secara efisien dan

efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Daerah

Pembentukan daerah pada dasamya dimaksuodkan untuk meningkatkan
pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
disamping scbagai sarana pendidiksn politik ditingkat lokal Untuk itu
pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagi faktor seperti
kemampuan eckonomi, potensi daerah, wilayah daerah, lwas daerah,
kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial, politik, sosial budaya,
pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan syarat lain yang
memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan

dibentuknya daerah dan diberikannya otonpomi daerah.

Menurut UU No. 22 Tahun 1999 jo UU No. 32 Tahun 2004 yang
dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah, “ Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah ‘Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas

Desentralisasi”. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan

[

/"

oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatua;'/’/

Republik Indonesia'”.

\ /
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Pada dasarnya kewenangan pemerintahan dalam negara kesatuan
adalah milik pemerintah pusat. Dengan kebijakan desentsalisasi pemerintah
pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan tersebut kepada daerah.

Penyerahan wewenang terdiri atas:

a. Materi wewenang. Materi wewenangnya adalah semua urusan
pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintaban umum dan uwrusan

pemeriniahan lainnya.

b. Manusia yang diserahi wewenang. Manwsia yang diserahi wewenang
adalah masyarakat yang tinggal didacrah yang bersangkutan sebagai
kesatuan masyarakat hukum. Jadi bukan kepada kepala daerah atau DPRD

atau keduanya.

c. Wilayah yang diserahi wewenang Wilayah yang diserahi wewenang
adalah daerah otonom, bukan wilayah administrasi.'?

15 Hanif Nurcholis, ibid, hal 75.
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Kewenangan Pemerintah Daerah
a. Pemerintah Provinsi

Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tabun 1999 jo Undang-
Undang No. 32 Tahun 2004, pemerintah provinsi menganut asas
dekonsenirasi sekaligus desentralisasi. Berdasarkan 2523 dekonsentrasi
maka provinsi merupakan wilayah administrasi (local state government).
Keberadaan wilayah administrasi merupakan implikasi logis dan
penerapan asas dekonsentrsasi. Dalam Undang-Undang No. 22 Tabun
1999 dekonsentrasi diberi pengeriian: pelimpahan wewenang dari
pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/ atan perangkat
pusat didaerah. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
‘dekonsentrasi diberi pengertian: pelimpahan Wewenagng pemerintahan
oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/ atau
instansi vertical diwilayah tertenta. Dalam asas dekonsentrasi  yang
diserabkan adalah wewenang administrasi/ implementasi kebijakan

sedangkan wewenang politiknya tetap menjadi kewengangan pusat.

Karena yang diserahkan kepada gubernur celakn wakil pemerintah
pusat hanyalah kewenangan administrasi, maka tefjadi hubungan hirarki
antara pemerintah pusat dengan wilayah administrasi.dénagn demikian
wilayah administrasi provinsi adalah bawahan/ subordinat pemerintah

pusat dan posisinya tergantung pada pemerintah pusat.
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Provinsi disamping menganut asas dekonsentrasi juga menganut
asas desentralisasi. Berdasarkan asas desentralisasi maka provinsi menjadi
daerah otonom (focal self government). Implikasi struktural dari
diterapkannya asas dekonsentrasi dan sekaligus desentralisasi membuat

provinsi menjadi wilayah administrasi sekaligus daerah otonom.

Perhatikan gambar dibawah ini:

PEMERINTAH PUSAT

( \
PEMPROV — — — —{ ¥ Asas dekonsefrasi
PEMDA
PROVINSI > _
L Asas desentralisas
Gambar 1.1

Struktur Pemerintah Provinsi Menurot UU No. 22 Tahun 1999 jo UU No. 32 Tahun 2004
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Unfuk menggambarkan stafus provinsi yang dua wajah tersebut

perhatikan gambar dibawah!

PEMERINTAH PUSAT

i
L]
5

PEMDA
PROVINSI PEMPROV

Wilayah administrasi Daerah Otonom
(local state Government) (local self Government)

Gambar 1.2

Kedudukan Pemerintah Provinsi

Pada gambar diatas tampak bahwa pemerintah provinsi disatu sisi
merupakan daerah otonom dan disisi lain merupakan wilayah administrasi.
Sebagai wilayah administrasi, provinsi dikepalai oleh kepala wilayah
administrasi sebagai wakil pemerintah pusatoleh karena it ia
bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Sedangkan sebagai daerah
otonom, provinsi dikepalai olch kepala daerah otonom. Oleh karena itu, ia

bertanggumg jawab kepada DPRD.
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Perlu diingat bahwa daerah otorom dan wilayah administras
adalah dua pengertian yang berbeda. Daerah otonom adalah daerah yang
diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus yrusan rumah
tangganya sendiri, sedangkan wilayah administrasi adalah bagian dari
wilayah pemerintah pusat yang masih diatur dan dikendalikan oleh
pemerintah pusat. Provinsi berkedudukan sebagai daerah otonom
sekaligus wilayah administrasi karena mengikuti asas desentralisasi dan

dekonsentrasi. Desentralisasi artinya pemerintah pusat menyerahkan

Sedangkan dekonsentrasi artinya pemerintah pusat hanya melimpahkan

kewenangan administrasi kepada pemerintah provinisi.

- Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen
pemerintah daerah terdiri atas daerah besar dan daerah kecil. Daerah besar
adalah pemerintah provinsi sadangkan daerah kecil adalah pemerintah

kabupaten/ pemerintah kota dan desa. Apakah daerah kecil bawahan

provinsi? Dalam hal provinsi sebagai daerah otorom maka pemerintah
kabupaten/ kota dan desa bukanlgh bawahan provinsi. Tapi dalam hal
provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi maks
pemerintah kabupaten/ kota adalah bawahannya, pemerintah kabupaten/
kota merupakan subordinat wilayah admmistrasi provinsi. Dalam hal
provinsi sebagai daerah otonom, maka pemerintah kabupaten/ kota adalah
sesama daerah otonom. Hubungan provinsi dengan kabupaten/ kota.
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sebagai sesama daerah ofonom adalah hubungan koordinasi. Jadi, bukan
hubungan hirarki antara bawahan dan atasan seperti aturan yang Ialn (UU
No. 5 tahun 1974.

Perhatikan gambar berikut!

PEMERINTAH PUSAT
|

PROVINSI
]
______ N [
. |
PEMDA PEMDA PEMDA
KAB/KOT KABKOT KAB/KOT
Gambar 1.3

Hubungan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota

Garis putus-putus antara pemerintah dacrah dan provinsi dengan

pemerintah daerah kabupaten/ Kota menunjukkan hubungan koordinasi

______ J TRPUNL WU . JUp. Juysgs. I
S€saina aacian O M. oCoangrai

wilayah administrasi provinsi dengan pemda Lkabupaten/ Kota

menunjukkan hubungan hirarkis.
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Al

Menurut UU No. 22/1999 kewenangan yang dimiliki pemerintah
kabupaten kota adalah sisa kewenangan pemerintah pasat dan pemerintah
provinsi. Dengan demikian, pemerintah kabupaten/ pemerintah Kota
memiliki kewenangan yang sangat banyak dan besar. Oleh karena itu
bobot kewenangan terletak di pemerintah kabupatenkota. Mengenai
kewenangan yang menjadi kompetensi kabupaten/kota, baik Undang-
undang mauvpun Peraturan Pemerintah tidak mengatur secara spesifik.
Undang-Undang hanya memberi yumusan umum yang pada dasamya
meletakkan semua kewenangan pemerintahan pada kabupaten/kota,
kecuali yang ditentukan untuk pemerintahan pusat dan provinsi. Dengan
demikian, kabupaten/kota dapat berinisiatif membuat kewenangan sendiri
berdasarkan kebutuhan daerahnya. Kewengangan yang dibuat sendiri oleh
kabupaten/kota tersebut bukan berdasarkan pendekatan sektor,
departemen, dan non departemen yang ada, tapi berdasarkan pembidangan
kewenangan. Disini kabupaten/kota dapat membuat rincian kewenangan
lalu di agregasikan schingga menjadi kewenangan yang setara atan

setingkat antar bidang.



24

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menetapkan urusan
pemerintahan pemerintah kabupaten/ kota yang bersifat wajib dan pilihan.
Urusan pemerintahan yang bersifat wajib mencakup urusan-urusan
dibawah yang berskala kabupaten/ kota:

1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan,

2. Perencanaan, Pengawasan, dan Pemanfaatan tata ruang,

3. Penyelenggaraan keterfiban umum dan ketentraman masyarakat,

4. Penyediaan sarana dan prasarana wmnum,

5. Penanganan bidang kesehatan,

6. Penyelenggaraan bidang pendidikan dan alokasi sumber daya
manusia potensial,

7. Penanggulangan masalah sosial,

8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan,

9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah,

10. Pengendatian tingkungan hidup,

11. Pelayanan pertanahan,

12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil,

13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan,

14. Pelayanan admnistrasi penanaman modal,

15. Penyelenggaraan Pelayanan dasar Jainnya,

L P ol SUUSUR- 4. I JE. S, -y, S, P, RN e,
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Adapun urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan
yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah

yang bersangkutan.

Sebagaimana halnya provinsi, kabupaten/ kota juga menerima
tugas pembantuan dari pemerintah atasnya yaitu pemerintah pusat dan
provinsi (sebagai daerah otonom). Tugas pembantuan yang diberikan
pemerintah kepada kabupaten/ kota meliputi sebagian tugas bidang politik
Iuar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama,
dan kewenangan lain yakni kebijakan tentang perencanaan nasional dan
pengendalian pembangunan secara makro, dapa perimbangan keuangan,
sistem administrasi negara dan lembaga Perekonomian negara, pembinaan
dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya
alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi
nasional. Sedangkan tugas pembantvan yang diberikan oleh provinsi
sebagai daerah otonom kepada kabupaten’kota meliputi sebagian tugas
dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta
sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu laimnya, termasuk juga
sebagian tugas pemerintahan yang tidak atan belum dapat dilaksanakan
oleh kabupaten/kota. Adapun tugas pembantuan yang diberikan provinsi
sebagai wilayah administrasi kepada kabupaten/kota mencakup sebagian

tugas dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur
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sssssebagai wakil pemerintah.™ Jadi, tugas yang pembantuan diberikan
kepada kabupaten/kota adalah kewenangan yang merupakan kompetensi
pemerintah pusat dan pemerintah provinst bakk sebagai daerah otonom

maupun sebagai wilayah administrasi.
3 Good Governance .

Secara terminologis governance dimengerti sebagai kepemerintahan
sehingga masih banyak yang beranggapan bahwa governance adalah sinonoim
government. Interpretasi dari praktek-praktek governance selama ini memang
lebih banyak mengacu pada perilaku dan kapasitas pemerintah, sehingga good
governance seolah-olah otomtis akan tercapai apabila ada good government.
Maka untuk lebih jelasnya ada beberapa teori yang membahas tentang good

Zovernance:

a. World Bank

Bank Dunia adalah organisasi besar pertama yang menaruh
perhatian pada isyu “governance”. Tahun 1992, Bank Dunia menerbitkan
buku kecil yang menggambarkan pandangansya tentang “good
governance™’. Menurut Bank Dunia good governance didefinisikan

sebagai:

1 peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
15 Makalah Mofitar Masoed, “GOOD GOVERNANCE”, DEMOCRACY, AND HUMAN RIGHTS™/
World Bank, Governance and Development, (Washington, D.C.: 1992).
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“Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen
pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan
prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana
mvestasi, dan pencégahan korupsi bak seccara politik maupun
administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and

political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaba™' s

Juga dinyatakan bahwa perhatian Bank Dunia mengenai isyu
governance muncul dari keprihatinanmya mengenai efektivitas upa&a
pembangunan yang disponsorinya'/, termasuk efektivitas penerapan
pinjaman untuk penyesuaian struktural (SAL).

Menurut dokumen Bank Dunia itu, governance memiliki empat
dimensi utama, yaitu:

1. Perbaikan manajemen sektor publik.

2. Akuontabilitas. Secara sederhana ini berarti “membuat pejabat
pemerintah bertanggungjawab atas tindakan mereka”, tetapi secara
lebih luas fermasuk “menjamin kesesuaian antara kebijakan publik
dengan implementasi aktualnya, dan penggunaan sumber daya publik
secara lebih efisien”.'® Dalam hal ini termasuk desentralisasi dan

partisipasi publik;
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3. Kerangka legal bagi pembangunan. Ini tidak sinonim dengan “rule of
faw”, tetapi meliputi beberapa wasur “rule of law” yang diperlukan
untuk “menciptakan basis yang stabil bagi efektivitas kegiatan aktor
ekonomi dan penggunaan sumber daya.'® Dalam hal ini termasuk
aturan-aturan yang diumumkan terbuka, aturan-aturan yang benar-
benar sedang berlaku, jaminan penerapan  aturan-aturan  itu,
penyelesaian konflik melalui keputusan mengikat dari badan peradilan
yang bebas, dan prosedur amandemen,

4. Informasi dan transparansi. Ini diperlukan karena “ekonomi pasar yang
kompetitif mensyaratkan bahwa para aktor ekonomi harus punya akses
pada informasi yang relevan, tepat-waktu, dan layak dmercayg”.
Tanpa akses itu ketidakpastian, resiko, dan biaya ekonomi yang

ditanggung para aktor ekonomi itu akan meningkat

b. MTI (Masyarakat Transparansi Indonesia)
Menurat Masyarakat Transparansi Indonesia, konsep good
governance terdiri dari empat asas,?! yait:
Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup,
akurat dan fepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses
pembentukannya. Dengan ketersediaan informasi seperti ini, masyarakat

dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul

UIbid,, .30,

*lbid., h.39.

# http:/fwww.transparansi.or.id/?pilih=lihat Transparansi Pengembangan Public Good Governance &id=5
File : Good Governance.doc (akses, 10-09-2006).
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bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah
terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan
salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional.

Dalam kerangka ini, maka peranan parlemen sebagai lembaga
perwakilan rakyat menjadi penting, demikian pula dengan pers, yang
menjadi jembatan informasi antara elit keknasaan dan masyarakat.

Akuntabilitas bermakna pertanggung jawaban dengan
menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai
lembaga pemerintah, sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan
sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (check and balances
system). Lembaga pemerintahan yang dimaksud adalah eksekutif
(presiden, wakil presiden, dan kabinetnya), yudikatif (MA dan system
peradilan), serta legislatif (MPR dan DPR). Peranan pers yang semakin
penting dalam fungsi pengaawasan ini menempatkannya sebagai pilar
keempat.

Kewajaran atau kesetaraan bermakna memberikan kesempatan
yang sama bagi semua kelompok masyarakat untuk ambil bagian dalam

pengambilan keputusan publik. Menurut MTI, penerapan prinsip-prinsip

- - - [EDURUE. PR SIS N P
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Dari beberapa definisi tentang good governance diatas dapat ditarik
suatu pemahaman mengenai good governance. Governance disini diartikan
sebagat mekanisme, praktek, dan tata cara pemerintah dan warga mengatur
sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep
governance, pemermtah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu
menjadi aktor paling menentukan. Implikasinya, peran pemerintah sebagai
pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan
bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu
memfasilitasi pihak lain di komunitas dan sektor swasta untuk ikut aktif
melakukan upaya tersebut. Selain itu ada tuntutan yang lebih besar pada

warga, antara lain untuk memonitar aknntabilitas pemerintah ite sendiri.

= Definisi Good Governance

Meskipun kata Good Governance sering disebut pada berbagai
event dan peristiwa oleh berbagai kalangan, pengertian Good Governance
bisa berlainan antara satu dengan yang lain. Ada sebagian kalangan
mengartikan Good Governance sebagai kinerja suatu Jembaga, misalnya
kineja pemerintahan suatu negara, perusahaan atau organisasial
masyarakat yang memenuhi prasyarat-prasyarat ftertentn. Sebagian
kalangan lain ada yang mengartikan good governance sebagai

penerjemahan konkret demokrasi dengan meniscayakan adanya civic

' . AP I, [ PUNNE. NI PR . SR |-
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Tokoh yang di sebut-sebut sebagai penggagas pertama good
governance adalah Garry Stocker dengan konsepnya yaitu “five
proposition”” Kelima proposisi yang dimaksed adalah (Stocker, 1998:

18):

1. Pemanfaatan seperangkat institusi dan aktor dalam mawpun lvar
pemerintahan.

2. Menyatupadunya kekuatan pemerintah, sektor swasta dan
masyarakat.

3. Kesaling ketergantungan antara ketiga kekuatan tersebut.

4. Terbentuknya jaringan tersendiri antara ketiga kekuatan fersebut.

Pemerintah cukup sebagai cartalalic ageni yang memberikan

arahan, tidak perlu menjalankan sendir.

Pada intinya, Stocker sebagai salah seorang penggagas good
governance, mengajak kita untuk melibat proses pemerintahan yang lebih
fleksibel. Point-point diatas juga menjelaskan bahwa pelaksanaan good
governance berpijak pada beroperasinya lima proposisinya tentang

pemerintahan dilapangan.

Lembaga Internasional yang mengawali mempopulerkan istilah
good governance adalah bank Dunia melalni publikasinya yang
diterbitkan pada tqhun 1992 dengan judul Governance and Development.

Pada tahun 1996, sejalan dengan pepanjukan James Wolfensohn ménjadi

* wr Rk =X R ) FT L L LT T enlna Dt Wnnsalrmebn s VANS
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Presiden Bank Dunia. Wolfensohn menjadikan pemberantasan korupsi
sebagai agenda utama Bank Dunia, Agenda ini lebih populer dengan
scbutan good governance. Dengan agenda inj diharapkan, fata
pemerintahan menjadi lebik transparan, partisipatif, dan bertanggung
Jawab. Semuanya ity ditujukan untuk mengurangi korupsi.

Kebijakan ini dikuatian pada tahun 1998 menyusul
dikeluarkannya laporan berjudul "Assessing Aid: What Works, What
Doesn't, and Why". Maka agenda good governance masulc secara resmi di
dalam skema-skema pinjaman. Di dalam laporan tersebut Bank Duynia
mendesak kelompok-kelompok doror untak memasukkan good
governance sebagai persyaratan pinjaman. Di dalam Country Assistance
Strategy (CAS) Bank Dunia yang diwmmmkan pada Desember 2003,
Andrew Steer, Direktur Bank Dunia untok Indonesia, menyatakan, good
governance dan korupsi menjadi Persyaratan pinjaman yang, jika mampuy
dipenuhi, maka Indonesia akan mengalami peningkatan pinjaman menjadi
USD 1,4 miliar setahun (dari rata-rata pinjaman yang biasanya sekira Rp
400 juta dolar/tahun).** Selanjutnya, good governance menjadi kata yang
populer dan digunakan oleh berbagai pihak. Bank Dunia memakuai good
8overnance sendiri adalah sebagai berikut, Good Governance adalah suatu
Ppenyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung
jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien,
penghindaran salah alokasi dana nvestasi, dan pencegahan korupsi baik:

% hitp:/fwww. pikiran-rakyat.com/cetak/2006/042006/17/10-selisik htm
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secara polittk maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta
peaciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.
Denagn dipelopori oleh Bank Dunia tersebut, kemudian barulah diikuti
oleh lembaga-lembaga donor latnnya, misalnya, Asian Development Bank
(ADB), yang sejak tahun 1995 telah memiliki policy paper yang bertajuk
governance: Sound Development Management. Kebijakan ADB
mengartikulasikan empat element esensi dari good governance yaitn,
accountability, participation, predictability, dan transoarancy. UNDP
kemudian membuat definisi yang lebih ekspansif, yaitu governance
meliputi pemerintah, sektor swasta, dan civil society yang ketiga elemen
tersebut saling berinteraksi dan saling mempengaruhi antara sata dengan
yang lainnya? Dalam dokumen kebijakannya, UNDP lebih jauh
menyabutkan ciri-ciri good governance, yaitu mengikut sertakan semua
aspek mmlai dari transparansi, bertanggung jawab, efektif dan adi,
menjamin adanya supremasi hukumn, menjamin priorita-prioritas politik,
social dan ekonomi, didasarkan pada konsensus masyarakat, sampai pada
memperhatikan kepentingan mereka yang yang paling miskin dan lemah
dalam proses pemgambilan keputusan yang menyangkut pada alokasi

sumber daya pembangunan.

%1 ihat UNDP, Reconceptualizing Governance: Discussion Paper No. 2: 1997.
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Namun untuk ringkasnya Good Governance Pada umumnya
diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata “baik’ disinj
dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertengy Sesuai dengan
prinsip-prinsip dasar Good Governance. Kunci utama memabami good

Maka untuk Iebih Jelasnya dapat kita lihat beberapa uraian prinsip-prinsip
good governance yang diambil dari beberapa sumber yang kemudian
dihimpun mencari Pokok-pokoknya, antara lajn-2

a. Partisipasi Masyarakot

Semua warga masyarakat mempunyai spara dalam pengambilan
keputusan, baik secara langsung maupun melafu; lembaga-lembaga
perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka, Pattisipasi
menyeluruh tersebyt dibangun berdasarkan kebebasan berkunnpul dan
‘mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara
konstruktif. Aspek inilah yang digunakan sebagai pengambilan
kebijakan dalam kepemerintahan,_

» hupdfwwwdepdag;i.go,id/lmnten.php?nama=(bodGoVBmance&op=detail_arﬁkel&id=4.
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b. Tegaknya Supremasi Hiudcum

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu,
termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkat hak asasi

manusia.

¢. Transparansi

Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh
proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat
diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang

tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantan.

d. Peduli pada Stakeholder

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berasaha
melayani semua pihak yang berkepentingan. Sehingga terjadi suatu

‘keterkaitan atau interaksi antara stakeholder.

e. Berorientasi pada Konsensus

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan
yang berbeda demi terbangunpya suatu konsensus menyeluruh dalam
hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila
mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-

prosedur.
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f. Kesetaraan

Semma warga masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk
memperbaiki atan mempertahankan kesejabteraan mereka.

g Efeltifitas dan Efisiensi

Adanya proses-proses kepemerintahan dan lembaga-lembaga yang
membuahkan hasil sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat dan
dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal

mungkin.
h. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan di pemenntah, sektor swasta dan
organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada
masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.
Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya

tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.
i. VisiStrategis

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang juas dan jauh
ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia,
serta kepekaan akan apa saja yang dibatuhkan untuk mewujudkan

perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki
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pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang

menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Berbicara good governance, tidak sah apabila tidak melibatkan
stakeholder, karena dalam konsep good governamce paling dasar,
disebutkan ada tiga stakeholder yang saling berinteraksi dan menjalankan
fumsinya masing-masing. Semua prinsip-prinsip good governance yang
ada diatas tidak akan bisa berjalan apabila tidak ditopang oleh stakeholder
yang melibatkan kepentingan public, lembga tersebut yang pertama
adalah, negara. Negara disini memiliki peranan yang sangat penfing,
karena negara disini sebagai wadah yang bisa menampung sekaligus
mewujudkan aspirasi masyarakat Maka negara tersebut paling tidak.
memiliki fungsi sebagai, menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial
yang stabil, membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan,
menyediakan public service yang efektif dan accountable, menegakkan
HAM, melindungi lingkungan hidup, dan mengurus standar kesehatan dan
standar keselamatan publik. Lembaga yang kedua adalah Sektor Swasta,
lembaga ini bertindak sebagai industri, maka secara otomatis privat sektor
berperan sebagai pencipta lapangan pekerjaan, dan pendapatan,
meningkatkan standar hidup masyarakat, dan transfer ilmu pengetabuan
dan teknologi kepada masyarakat. Dan yang kefiga adalah, society
(masyarakat). Masyarakat berperan dalam membangnn interaksi sosial,

ekonomi, dan politik. Yang meliputi, menjaga agar hak-hak masyarakat

L] [] - Ceie- L _ &
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balances pemerintah, mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial
pemerintah, mengembangkan SDM, dan sarana berkomunikasi anfar

anggota masyarakat

4 Civil Soctety

Scbagai sebuah konsep, civil society berasal dari proses sejarah
masyarakat barat. Akar perkembangannya dapat diramat mulai Cicero dan
bahkan, menurut Manfred Riedel, lebih kebelakang sampai Aristoteles. Yang
jelas, Cicerolah yang memulai menggunakan societtes civilles dalam filsafat
politiknya. Dalam tradisi eropa sampai abad ke-18, pengertian civil society
dianggap sama dengan pengertian negara (the sfate), yakni suvatn
kekuatan/kelompok yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain.
Barulah paruh kedua abad ke-18, terminoligi ini mengalami pergeseran
makna. Negara dan civil society kemudian dimengerti sebagai sebuah entitas
yang berbeda, sejalan dengan proses pembentukan sosial (social
Jformation)dan perubahan-perubahan struktur politik di Eropa sebagai akibat
pencerahan (enlightenment) dan Modernisasi dalam menghadapi persoalan

duniawi yang keduanya turut mendorong tergusurmya rezim-rezim absolute.?

Pengertian civil society dapat juga kita petik dari Michael Walker yang
mengartikan civil society sebagai hubungan antara negara dengan sejumlah
kelompok sosial yang sifatnya independent terhadap negara. Ini sejalan

dengan pendapat Eisentad bahwa civil society adalah seluruh masyarakat, batk

- aem wwa -~ » - F FoTREL N DO B o o P B 0 R [, Vo R R |



39

secara individn maupun secara kelompok, mampu berinteraksi dengan negara
secara independent.

Untuk Eisentad mensyaratkan adanya empat komponen yang harus
sebagai penanda civil society”’ yaitu: pertama, otonomi. Artinya sebuah civil
society haruslah sebuah masyarakat yang terlepas sama sekali dari pengaroh
negara, apakah itu dalam bidang ekonomi, politik, maupun bidang sosial.
Dalam masyarakat seperti itu segala bentuk kegiatan sepemuhinya bersumber
dari masyarakat itu sendiri tanpa ada campur tangan dari negara. Ada
kemandirian dan misiatif masyarakat untuk “berbuat”. Kedua, akses
masyarakat terhadap lembaga negara. Artinya setiap warga negara baik secara
individu maupun kelompok memiliki akses dan partisipasi polittk dengan
negara dengan berbagai bentuk. Ketiga, arena publik yang otonom, artinya
ada ruang bagi warga negara untuk mengembangkan dirinya secara maksimat
dalam sepala aspek kchidupan yang terlepas dari intervensi negara. Negara
dan masyarakat dalam hal ini harus saling memberikan pengakuan atas
otoritas masing-masing. Dan keempat, arena publik yang ferbuka bagi semua
lapisan masyarakat, yang tidak dijalankan dengan cara yang bersifat rahasia,
ekskiusif, dan setting yang bersifat koorporatif.

Istilah civil society, yang kini sering diterjemahkan dengan masyarakat
kewargaan atau masyarakat madani, meskipun ada beberapa point yang
berbeda namun memiliki konsep yang sama, tampaknya semakin mendapat

tempat didalam wacana politik di Indonesia.

7 Andi Mallarangeng, dkk, Otononsi Daerah, Demokrasi dan Civil Society; Media Grafika, Jakarta, 2000.
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Pengertian civil society yang pesulis gunakan dalam tulisan ini
bersifat eklektik, civil society dapat di definisikan sebagai wilayah-wilayah
kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain kesukareaan
(valuntary), keswasembadaan (self-generating), dan keswadayaan (self-
supporting), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan
dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang dilkuti oleh warganya.
Sebagai sebuah ruang politik, civil society dalah suatu wilayah yang
menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan, dan refleksi mandiri, tidak
terkungkung oleb kondisi kehidupan material, dantidak terserap di dalam
jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat pentingnya
suatu ruang publik yang bebas (the free public sphare), tempat dimana

transaksi komunikasi yang bebasbisa dilakukan oleh warga masyarakat.

Organisasi Non Pemerintah (ORNOP)

ORNOP, biasa disebut NGO (Non Government Organization), atau
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan organisasi yang dibentuk
olech kalangan-kalangan yang bersifst mandiri. Organisasi ini tidak
menggantungkan diri kepada pemerintah atan negara, terutama dalam
dukungan finansial ® Tetapi di Indonesia terdapat juga LSM yang sulit
dilepaskan dari pemerintah, karena tak jarang mereka justru menjadi lembaga
yang merupakan sarana mobilisasi politik untuk kepentingan pemerintah

(negara).




Ok

i ns2ibn wsish nmismy aloesq anee wvisos fvio asinoynsd
deystiv-deesion isgedoe enlieienish 1 jogsh peicoz Trvio Shindslds 1ghe1sd
nerssdesd miel ewinn eodndowd anh rezinsgiors gasy Isizce asqubides!
w2y aesyshoweod feb  AgrunowsgNed)  assbsdmsapwesid AT
wsieslizsiod ssbk siceon onguob negebabisd mgoiy meidbrsmed (oitoguye
Asvnsgisw delo inlib ense msdud Wwlin-iclis nois cocoe-smron BRYNSD
gany ddoyslive wewz dislsd wpsioce fivio pilog pasir deodse isneds?
dsiar Fubnem dzdsfics nub nmdsbnll uAsineg sysgngesushiod nimsysw
msisb b goivmer dsbiinad lehmtern nsrpbidsd ieibaod sla oanne s
syugaiasq siass syaneled 0 e dtioq nesyedisled asaisi-negers]
pesnib dsgmel leintan aidug oot ol esdsd s Aidig gﬂ-i;m HERIE

Aedstsvesia egisv dolo undinlelib szidendsd ansy iemlinureosd zdcznsy

(FOZUHO) dmnhiomeT ol lzueingn D

B515 (suluoneenl insmmenD 1oAY OOV hnds=ih s2eid SOKS0

Aunedily vy ferziasyio molgrem ME) wdnovast e/shew? syadmol
Asbll im fendinsyx)  idbnsmr Flimmd neoy srunsigd-nognalod  slslo
msish swsuns! swpn usis dstonenisq sbegesd b nsAg o nEEN RSN
iz gney ML seui isqebe sizsccbol b igars™ *Ssterea® asyaudih
sysdmsl ibsinom yvian] adersm grssi o sasisd Apiatomsg rsd usdecaslih

dstansmsg cspatesged G dhioq eseilidom nnsne naAdsquIam 1rey

{&18850)

3

LaT o SR ¥ VLT ) A A i



kelompok besar, yaity:

a) Government Organized NGOs or GONGOs, yaitu NGO yang muncyl
karena mendapat dukungan darj pemierintah, baik berupa dana maupun
fasilitas. Biasanya NGO seperti ini berperan untyk mensokseskan program
Pemerintah,

b) Donor Organized NGQOs or DONGO, yaita NGO Yang dibentuk oleh

unilateral. NGO jp; biasanya dibentuk untuk mewnjudkan program
lembaga donor tersebut,

c) Autonot}zous or Independent NGOs, yaitn NGO Yang dibentuk, tumbup
dan berkembang dalam Masyarakat. Biagsanya NGO seperti ini sifatnya
independent secara finansial dan memifik; kepedulian yang sangat Juyag
tentang berbagai hal dalam kehidupan sehari-harj_

Orientasi dasar Omop pada dasamya berada “ditengah’ dari sebuah
spektrum. Pogisi Omop seringkali tidak berada pada. sebuah ekstrim,
melainkan hanya memmjukkan kccendenmgan-kecendemngzn kearah kanan
dan kekiri, tapi tetap berada dalam garis tengah. Untuk mewujudican spaty
Pemerintahan yang baik dibarapkan Omop bisa menjadi suaty agen yang
mampu memfasilitasi atay sebagiai mediator antara masyarakat dengan

pemerintah.
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Dalam kerangka itn Ornop dituntut untuk terlibat dalam kegiatan yang
bertujuan untuk memebatasi keknasaan pemerintah, memperjelas pembagian
yang jelas diantara cabang kekuasaan yang memungkinkan berlangsungnya
check and balances, Omop juga mengupayakan penyingkiran penhalang
demokratisasi yang bersumber pada komsep ketatanegaraan Indonesia,

perundang-undangan serta peraturan-peraturan yang tidak menjamin

kedaulatan rakyat atas kekuasaan negara.

=  Civil Seciety, Ornop, dan Pemerintah

Pengalaman diberbagai negara mauwpun di Indonesia sendin
menunjukkan pentingnya kontribusi Civil Seciety Organozations (CSOs)
termasuk LSM/Omop, dalam mendorong proses pembangunan yang
bersifat partisipatoris. Peran ini tidak hanya dalam tataran kajian dan
pengembangan konsep/teori, peningkatan kesadaran akan Pentingnya
partisipasi warga dalam pengambilan keputusan/kebijakan, advokasi untuk
mereformasi kebijakan agar lebih kondusif terhadap partisipasi warga,
tetapi juga dalam mempraktekkan (menguji coba) pendekatan
pembangunan yang bersifat partisipatoris tersebut. Ornop/LSM memiliki
keterampilan membangun metode dan pendekatan baru untuk penelitian
perencanaan  pembangunan yang kemudian diadopsi pemerintah dan
pelaku pembangunan lainnya. Omnop/LSM diakui memiliki sejumlah
comparative advantage di bidang-bidang tertentn, dibandingkan dengan

pemerintah. Salah satumya adalah, Omop/LSM di Indonesia felah berbuat
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cukup banyak untuk mendorong Inovasi dalam penyelenggaraan good
governance. Tugas utama yang mereka jalankan adalah memperkuat civil
society agar lebih siap berpartisipasi sccara schat *

Berbicara tentang good governance membutubkan pemahaman
mengenai apa dan siapa stakeholder. Dalam setiap lokalitas ada sejumiah
institusi dan organisasi yang merupakan para pihak (stakeholder) yang
memiliki kepentingan dan pengaruh. Masing-masing stakeholder memiliki
kontribusi untuk membentuk good governance. Dalam konsep good
governance yang paling dasar, disebutkan ada tiga stakeholder utama yang
saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing, yaitu state
(negara atan pemerintah), private sector (sektor swasta atau dunia vsaha),
dan society (masyarakat). Yaitu, instusi pemerintah berfungsi menciptakan
lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan
pekerjaan dan pendapatan, sedangkan masyarakat berperan dalam
membangun interaksi sosial, ekonomi, dan politik termasuk mengajak
kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktifitas
ekonomi, sosial dan politik.

Selama ini masing-masing pihak berada pada sistem yang
terfragmentasi. Hampir tidak pemnah terpikirkan pentingnya integrasi
sebagai syarat kunci good governance. Olch sebab itu, untuk membangun
good governance dibutuhkan perubahan yang menunfut adanya cird

kepemimpinan pada masing-masing pihak yang memungkinkan

- . K K TN I D [ [ JIDNIUUN JU, N, . IR, R )
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Partnership adalah hubungan kerjasama atas dasar kepercayaan,
kesetaraan, dan kemandirian untuk mencapai tujuan bersama. Pihak
eksekutif maupun legislatif, tidak dapat lagi menecrapkan model
kepemimpinan yang mengasumsikan stakeholder lain sebagai “pengikut”
pasif yang akan menerima keputusan dan tindakan yang diambil. Dalam
good governance, pemerintah dan legislatif harus lebih dekat dengan
warga dan inklusif melibatkan warga, bailk dari sektor swasta, maupun

civil society.

6 Peran

Pengertian peran menurut Jack C. Plano, Robert E, dan Helena S.
Robin adalah sebagai berikut :
»Seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang

menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial >

Peranan menurut Astrid S Susanto sedikitnya mengandung tiga hal yaitu :

1. Peranan adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan
posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peranan
dalam arti ini merupakan rangkman peraturan yang membimbing
seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan

oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasinya.

3T M s Db D dan IHalane @ Dahin tariamahan aloh BAi @ Qireoar Kamnce Analica Poalitile
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3. Peranan dapat juga diartikan sebagai perilaku individu yang
penting bagi struktur sosial. >

Dari ketiga hal terscbut yang terpenting adalah interaksi antar
seseorang yang menjalankan peranan orang yang ada disckitarnya. Ketika
interaksi berlangsung dalam kelompok masyarakat, maka individu yang dapat
memberi pelayanan lebih serta memiliki kefebiban ganjaran sosial lebih
sedikit akan cenderung menentukan interaksi. Dengan kata lain individa /
kelompok memiliki kedudukan yang dominan atas individu / kelompok
lainnya, dimana itu mempunyai kekuasaan. Sementara jtu kedudukan yang
dominan dapat pula diperoleh dengan sumber yang lain. Selain kekayaan: dan
kehormatan, ada juga unsur lain yaitu pengetahuan serta keterampilan yang

diperoleh secara periodik.

= Peran Pemerintah Daerah

Dengan melihat definisi peran dan pemerintah maka dapat
digabungkan arti dari Peran Pemerintah Daerah, yaitu:

“Suatu konsep perihal yang dilakukan suatu lembaga yang
berfungsi untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat™ '

Dilihat dari definisi diatas, bahwa pemerintah daerah mempunyai
sutu kewenangan untuk menciptakan kebijakan bara melalui undang-
undang otonomi daerah, untuk mensejahterakan rakyatnya.
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E DEFINISI KONSEPSIONAL

1. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu atau
organisasi dalam masyarakat.

2. Pemerintah Daerah adalah svatu lembaga yang berfungsi untuk meningkatkan
pelayanan publik guna mempercepat terwnjudnya kesejahteraan masyarakat,
disamping itu sebagai sarana pendidikan politik ditingkat lokal.

3. Good governance adalah kegiatan, proses atau kualitas memerintah yang baik.

Bukan tentang struktur pemerintahan, tetapi tentang proses kebijakan yang dibuat

Aan afalrdivitoos noanaranan Fahiialran torcalord
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F DEFINISI OPERASIONAL

Dalam definisi operasional ini mencakup beberapa indicator yang digunakan

sebagai dasar pengukuran dalam penelitian yang mana indicator tersebut dapat

dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui peran pemerintah daerah Kabupaten

Temanggung dalam mewujudkan Good Governance. Indikator tersebut dilihat

melahn:

1. Peran pemerintah daerah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan Good

Governance:

a.

€.

f

Partisipasi masyarakat terhadap kebijakan,

Perencanaan dan Pengendaliaan Pembangunan,
Perencanaan, pengawasan dan Pemasfaatan tata reang,
Memberikan ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum,
Penyelenggaraan dibidang pendidikan,

Penanganan dibidang kesehatan,

g. Pelayanan bidang ketenagakerjaan,

h. Menyediakan sarana dan prasarana umum.

2. faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah daerab datam mewujudakan Good

Governance.

a'

b

Potensi Sumber Daya yang masih minim,
Potensi yang dimliki daerah belum dimanfaatkan secara maksimal,

Fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai,

- - . v . L. BT AT % 2 e a2
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G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yakni penelitian yang
memusatkan diri secara intensif terhadop suatm objek tertentu, dengan
mempelajarinya sebagai kasus._*?
Untuk menghasilkan suatu gambaran umem (General Picture) dari kasus
dalam penelitian ini, perlu menyusun dan mempelajari data-data yang terkumpul
menurut wrutannya (Squences) dan menghubungkarmya secara menyeluruh

(komprehensif) dan integral.

2. Lokasi Penelitian
Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah di Pemerintah Daerah
Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Kabupaten Temanggung dipilih sebagai
lokast penelitian dikarenakan Kabupaten ini mempunyai konsep pembangunan
yang dimulai dari pedusunan, hal ini dirasa penulis ada keseriusan dalam

menerapkan good governance.
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3. Jenis Data
Data yang diperlukan untuk penelitian ini meliputi data primer dan data
sekunder.

a) Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari
responden melalui wawancara, yakni humas Pemerintah Daerah kabupaten
Temanggung.

b) Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari studi pustaka melalui
buku-buku atau literature yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti
yang sering disebut dengan sumber sekunder. Adapun bahan-bahan tersébut
dapat diperoleh dari sumber-sumber dokumen seperti buku-bukn, media

massa, Undang-Undang, laporan penelitian, jurnal, internet, dan makalah.

4, Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data mentrut Nazir didefinisikan sebagai produser
yang sistematis dan standard untuk memperoleh data yang diperlukan.” Sesuai
definisi tersebut teknik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara,
dokumentasi, serta observasi.
a. Wawancara
Teknik ini digunakan untuk mengetahui secara Jangsung berbagai pandangan
opini dan penilaian berkaitan dengan peran Pemerintah Kabupaten
Temanggung, dalam mewujudkan Good Governance. Pengumpulan data

dengan teknik wawancara ini akan dilakukan dengan mewawancarai nara

¥ Moh Nazir, Ibid Hal 211
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sumber sesuai dengan sampel yang telah ditentukan. Responden yang akan
diwawancara yaitu humas Pemerintah Kabupaten Temanggung.

b. Dokumentasi
Dalam mengoprasionalkan teknik ini, peneliti menggunakan bahan-bahan
yang dapat diperoleh dari sumber-sumber dokumen seperti buku-buku, media
massa, Jurnal, dan laporan penelitian. Dibarapkan teknik ini dapat menunjang
hasil pengumpulan data primer serta dapat mengumpulkan data-data yang
tidak terjaring melalui wawancara.

c. Observasi
Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematik
fenomena-fenomena yang diselidiki. Dengan menggunakan observasi
langsung, diharapkan dapat mencatat kemungkinan-kemungkinan yang
berhubungan dengan prilaku responden yang tipikal, tidak mau berkomunikasi

secara verbal dengan peneliti misalnya karena takut.

5. Unit Analisa Data
Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan unit analisanya adalah
Pemerintah Kabupaten Temanggung, dengan melibat perannya dalam

mewujudkan good governance, untuk pembangunan di Kabupaten tersebut.
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6. Teknik Analisz Datg

*Winamo Surachmad, Dasar dan Tetnik Research, CV. Tarsito, Bandung, 1970, Hal 132




